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This research examines maritime defense strategies in marine energy resource 
management through comprehensive literature analysis using a qualitative approach. 
Global geopolitical transformation and increasing complexity of threats to maritime 
energy infrastructure demand strategic defense evolution from conventional 
paradigms toward integrated multidimensional models. Analysis was conducted on 
academic literature from 2019-2025 focusing on contemporary strategic models, 
policy implementation, infrastructure security challenges, cross-sector coordination, 
and technological innovation. Research findings reveal that modern maritime defense 
strategies require integration of military, economic, technological, and diplomatic 
dimensions within a holistic framework. Policy implementation faces challenges in 
inter-institutional coordination, resource constraints, and adaptation needs for hybrid 
threats combining conventional and non-conventional elements. Technological 
innovations such as autonomous systems, artificial intelligence, and satellite platforms 
provide opportunities for enhanced defense effectiveness while creating new 
vulnerabilities. This research concludes that maritime defense strategy success 
depends on institutional adaptation capabilities, effective stakeholder coordination, 
and balance between technological innovation and operational reliability in protecting 
strategic marine energy assets. 
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Penelitian ini mengkaji strategi pertahanan maritim dalam pengelolaan sumber daya 
energi laut melalui analisis literatur komprehensif yang menggunakan pendekatan 
kualitatif. Transformasi geopolitik global dan meningkatnya kompleksitas ancaman 
terhadap infrastruktur energi maritim menuntut evolusi strategi pertahanan dari 
paradigma konvensional menuju model multidimensional yang terintegrasi. Analisis 
dilakukan terhadap literatur akademik periode 2019-2025 dengan fokus pada model 
strategi kontemporer, implementasi kebijakan, tantangan keamanan infrastruktur, 
koordinasi lintas sektor, dan inovasi teknologi. Temuan penelitian mengungkapkan 
bahwa strategi pertahanan maritim modern memerlukan integrasi dimensi militer, 
ekonomi, teknologi, dan diplomasi dalam kerangka kerja yang holistik. Implementasi 
kebijakan menghadapi tantangan koordinasi antar institusi, keterbatasan sumber daya, 
dan kebutuhan adaptasi terhadap ancaman hibrida yang menggabungkan elemen 
konvensional dan non-konvensional. Inovasi teknologi seperti sistem otonom, 
kecerdasan buatan, dan platform satelit memberikan peluang peningkatan efektivitas 
pertahanan namun juga menciptakan kerentanan baru. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa keberhasilan strategi pertahanan maritim bergantung pada kemampuan 
adaptasi institusional, koordinasi efektif antar pemangku kepentingan, dan 
keseimbangan antara inovasi teknologi dengan keandalan operasional dalam 
melindungi aset energi laut strategis. 
 

I. PENDAHULUAN 
Wilayah maritim Indonesia yang membentang 

seluas 5,8 juta kilometer persegi menyimpan 
potensi sumber daya energi laut yang sangat 
besar namun sekaligus menghadirkan tantangan 
kompleks dalam aspek keamanan dan 
pertahanannya. Sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia dengan 17.504 pulau yang 
tersebar di antara Samudra Pasifik dan Samudra 
Hindia, Indonesia memiliki posisi strategis yang 

menghubungkan benua Asia dan Australia 
melalui berbagai alur laut kepulauan 
internasional. Posisi geografis yang unik ini 
memberikan keuntungan sekaligus tantangan 
dalam mengelola dan mengamankan sumber 
daya energi maritim yang meliputi cadangan 
minyak bumi lepas pantai, gas alam, serta potensi 
energi terbarukan laut seperti energi gelombang, 
pasang surut, dan angin lepas pantai. 
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Kompleksitas pengelolaan sumber daya energi 
laut tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan 
maritim yang memerlukan strategi pertahanan 
yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam 
konteks geopolitik regional yang dinamis, 
ancaman terhadap infrastruktur energi maritim 
semakin beragam, mulai dari aktivitas ilegal 
seperti pencurian sumber daya, sabotase 
terhadap instalasi lepas pantai, hingga sengketa 
wilayah yang dapat mengganggu operasional 
eksplorasi dan eksploitasi energi laut (Labandi & 
Haris, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan 
bahwa potensi energi dan mineral di wilayah 
perairan strategis memerlukan manajemen 
sumber daya yang berkelanjutan bagi negara-
negara yang memiliki wilayah maritim luas, hal 
ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang 
memiliki posisi geografis strategis di 
persimpangan jalur perdagangan internasional. 

Dinamika perubahan iklim global telah 
menghadirkan dimensi baru dalam kompleksitas 
pengelolaan sumber daya energi maritim 
Indonesia. Fenomena kenaikan suhu permukaan 
laut, perubahan pola arus, dan intensifikasi badai 
tropis menciptakan tantangan operasional yang 
memerlukan adaptasi strategi pertahanan 
maritim. Ekosistem laut yang mengalami 
degradasi akibat perubahan iklim dapat 
mempengaruhi stabilitas infrastruktur energi 
bawah laut dan mengurangi efektivitas sistem 
deteksi konvensional. Selain itu, migrasi spesies 
laut dan perubahan karakteristik oseanografi 
mengharuskan penyesuaian teknologi monito-
ring dan surveillance untuk mempertahankan 
akurasi identifikasi ancaman. Integrasi faktor 
lingkungan dalam perencanaan strategi 
pertahanan maritim menjadi imperatif untuk 
memastikan keberlanjutan operasional dalam 
jangka panjang. Pendekatan holistik yang 
mempertimbangkan aspek ekologis dapat 
meningkatkan resiliensi sistem pertahanan 
terhadap dampak perubahan iklim sambil 
menjaga keseimbangan antara eksploitasi 
sumber daya dan konservasi lingkungan. 

Perkembangan teknologi energi laut global 
menunjukkan tren yang menggembirakan 
dimana strategi komersialisasi energi laut 
Amerika Serikat menargetkan deployment 
minimal 50 MW pada tahun 2025, 500 MW pada 
tahun 2030, dan 1 GW pada tahun 2035 
(Mwango Charo, 2021). Target ambisius ini 
mengindikasikan bahwa sektor energi laut akan 
mengalami pertumbuhan eksponensial dalam 
dekade mendatang, yang pada gilirannya 
memerlukan sistem keamanan dan pertahanan 

maritim yang lebih canggih dan adaptif. 
Indonesia, dengan potensi energi lautnya yang 
belum sepenuhnya dimanfaatkan, memiliki 
peluang besar untuk mengikuti jejak negara-
negara maju dalam pengembangan sektor ini, 
namun hal tersebut memerlukan strategi 
pertahanan maritim yang mampu mengawal dan 
melindungi investasi besar di sektor energi laut. 

Revolusi industri 4.0 dan transformasi digital 
telah merambah ke sektor maritim, membawa 
implikasi signifikan terhadap strategi pertahanan 
sumber daya energi laut. Implementasi Internet 
of Things (IoT), big data analytics, dan cloud 
computing dalam operasi maritim menciptakan 
peluang peningkatan efisiensi monitoring namun 
sekaligus membuka celah kerentanan baru 
terhadap ancaman siber. Infrastruktur energi 
laut yang semakin terdigitalisasi memerlukan 
perlindungan berlapis yang menggabungkan 
keamanan fisik dan siber secara terintegrasi. 
Serangan siber terhadap sistem kontrol industri 
dapat mengakibatkan gangguan operasional yang 
masif bahkan tanpa kehadiran fisik penyerang di 
lokasi. Pengembangan kemampuan cyber 
security yang khusus untuk lingkungan maritim 
menjadi prioritas strategis mengingat ketergan-
tungan operasional yang tinggi terhadap sistem 
teknologi informasi. Investasi dalam teknologi 
keamanan siber maritim harus diseimbangkan 
dengan peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia yang memahami karakteristik unik 
ancaman siber dalam domain kelautan. 

Transformasi paradigma keamanan maritim 
dalam era modern menuntut pendekatan yang 
holistik dan multidimensional. Strategi 
pertahanan maritim tradisional yang berfokus 
pada aspek militer konvensional kini harus 
diperluas untuk mencakup dimensi ekonomi, 
teknologi, lingkungan, dan diplomasi (L. Li, 
2023). Strategi pertahanan Indonesia dalam 
perlindungan kawasan maritim bertujuan untuk 
mempromosikan kawasan maritim yang damai 
dengan menjunjung tinggi hukum internasional 
dan mendorong kerja sama maritim. Pendekatan 
ini sejalan dengan konsep keamanan maritim 
komprehensif yang mengintegrasikan berbagai 
instrumen kekuatan nasional untuk menciptakan 
lingkungan yang kondusif bagi pengembangan 
sumber daya energi laut. 

Aspek ekonomi politik dalam pengelolaan 
sumber daya energi maritim menghadirkan 
kompleksitas tersendiri yang mempengaruhi 
formulasi strategi pertahanan. Fluktuasi harga 
komoditas energi global, persaingan investasi 
asing, dan dinamika pasar internasional 
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menciptakan tekanan ekonomi yang dapat 
mempengaruhi alokasi anggaran pertahanan 
maritim. Ketergantungan pada teknologi dan 
expertise asing dalam pengembangan energi laut 
menimbulkan dilema antara akselerasi pem-
bangunan dan kemandirian teknologi nasional. 
Negosiasi kontrak dengan investor multinasional 
seringkali melibatkan klausul keamanan yang 
memerlukan standar perlindungan tertentu, 
sehingga mempengaruhi spesifikasi teknis sistem 
pertahanan yang harus disediakan. Kebijakan 
fiskal terkait royalti dan pajak sektor energi laut 
juga berimplikasi terhadap keberlanjutan 
pendanaan program pertahanan maritim. 
Harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan 
keamanan nasional memerlukan kerangka 
kebijakan yang fleksibel namun tetap konsisten 
dalam menjaga kedaulatan maritim. 

Penelitian-penelitian terdahulu dalam bidang 
pertahanan maritim dan pengelolaan sumber 
daya energi laut menunjukkan adanya kesenja-
ngan antara teori dan praktik implementasi di 
lapangan (Prasetyo et al., 2023). Arus 
perkembangan globalisasi memberikan ruang 
gerak yang semakin bebas bagi berbagai 
ancaman untuk masuk ke wilayah maritim 
Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan 
strategis yang mampu mengantisipasi dinamika 
ancaman kontemporer. Kesenjangan ini 
memerlukan kajian mendalam melalui analisis 
literatur yang sistematis untuk mengidentifikasi 
best practices, lessons learned, dan model-model 
strategi pertahanan maritim yang telah terbukti 
efektif dalam konteks pengelolaan sumber daya 
energi laut. 

Aspek kebijakan dalam strategi pertahanan 
maritim memerlukan koordinasi yang erat antara 
berbagai kementerian dan lembaga terkait. 
Sistem pertahanan maritim membutuhkan 
tingkatan yang lebih rumit karena membutuhkan 
kekuatan pertahanan yang mumpuni dan biaya 
yang tidak sedikit dalam menggelar setiap 
operasi guna menjaga kedaulatan maritim 
(Sarjito & Ade Wahyuni Azhar, 2023). 
Kompleksitas ini menuntut adanya kerangka 
kebijakan yang terintegrasi dan mekanisme 
koordinasi yang efektif antara sektor keamanan, 
ekonomi, dan lingkungan. Tanpa koordinasi yang 
optimal, implementasi strategi pertahanan 
maritim akan menghadapi kendala struktural 
yang dapat menghambat pencapaian tujuan 
strategis nasional. 

Dimensi teknologi dalam strategi pertahanan 
maritim modern juga mengalami evolusi signifi-
kan dengan hadirnya teknologi surveillance 

canggih, sistem deteksi dini berbasis satelit, dan 
platform autonomous untuk patroli maritim (H. 
Li et al., 2022). Delapan proyek energi laut 
terpilih pada Januari 2025 menerima masing-
masing $100.000 untuk fase perencanaan awal, 
serta 14 proyek lainnya menerima hampir $17 
juta untuk mendukung deployment energi angin 
lepas pantai dan energi laut yang berkelanjutan. 
Investasi besar dalam teknologi energi laut ini 
perlu diimbangi dengan pengembangan sistem 
keamanan teknologi tinggi yang mampu 
melindungi aset-aset strategis tersebut dari 
berbagai bentuk ancaman. 

Tantangan lingkungan dan perubahan iklim 
juga memberikan dimensi baru dalam strategi 
pertahanan maritim kontemporer. Perubahan 
pola cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dan 
degradasi ekosistem laut dapat mempengaruhi 
efektivitas sistem pertahanan maritim 
tradisional. Oleh karena itu, strategi pertahanan 
maritim masa depan harus bersifat adaptif dan 
resilient terhadap dampak perubahan iklim, 
sambil tetap mempertahankan kemampuan 
operasional dalam mengamankan sumber daya 
energi laut. Integrasi antara aspek keamanan dan 
keberlanjutan lingkungan menjadi kunci dalam 
pengembangan strategi yang komprehensif. 

Dinamika geoekonomi global yang semakin 
kompleks juga berimplikasi terhadap strategi 
pertahanan maritim dalam pengelolaan sumber 
daya energi laut. Persaingan antar negara besar 
dalam mengakses sumber daya energi, 
ketergantungan terhadap jalur perdagangan 
maritim, serta volatilitas harga energi global 
menciptakan lingkungan strategis yang penuh 
ketidakpastian (Iis Gindarsah & Priamarizki, 
2022). Optimalisasi potensi maritim Indonesia 
melalui strategi Blue Economy untuk masa depan 
berkelanjutan menjadi pendekatan yang relevan 
dalam mengintegrasikan aspek ekonomi dan 
keamanan maritim. Pendekatan ini memung-
kinkan Indonesia untuk mengembangkan sektor 
energi laut sambil memperkuat kapasitas 
pertahanan maritimnya. 

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang 
telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada 
analisis literatur komprehensif mengenai strategi 
pertahanan maritim dalam pengelolaan sumber 
daya energi laut. Rumusan masalah utama yang 
akan dijawab melalui penelitian ini adalah 
bagaimana integrasi antara strategi pertahanan 
maritim dan pengelolaan sumber daya energi 
laut dapat dioptimalkan melalui kerangka 
kebijakan yang efektif dan implementasi yang 
berkelanjutan. Pertanyaan penelitian ini akan 
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dipecah menjadi beberapa sub-pertanyaan yang 
mencakup identifikasi model-model strategi 
pertahanan maritim terkini, analisis efektivitas 
implementasi kebijakan di berbagai negara, serta 
evaluasi tantangan dan peluang dalam konteks 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di 
dunia. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan sintesis komprehensif dari 
literatur-literatur terkini mengenai strategi 
pertahanan maritim dalam pengelolaan sumber 
daya energi laut yang dapat memberikan 
kontribusi teoritis maupun praktis bagi 
pengembangan kebijakan nasional Indonesia. 
Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis berbagai 
model strategi pertahanan maritim yang telah 
diterapkan di berbagai negara dengan 
karakteristik geografis dan sumber daya yang 
serupa dengan Indonesia. Tujuan kedua adalah 
mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan 
pertahanan maritim dalam mendukung 
pengembangan sektor energi laut, termasuk 
identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan 
kegagalan dalam berbagai kasus studi 
internasional. 

Tujuan ketiga penelitian ini adalah meng-
analisis tantangan kontemporer dalam strategi 
pertahanan maritim yang berkaitan dengan 
perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan 
dinamika geopolitik regional. Analisis ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan 
mendalam mengenai adaptasi strategi yang 
diperlukan untuk menghadapi ancaman-
ancaman baru di era modern. Tujuan keempat 
adalah merumuskan rekomendasi strategis bagi 
pengembangan kerangka kebijakan pertahanan 
maritim Indonesia yang terintegrasi dengan 
program pengelolaan sumber daya energi laut 
nasional, dengan mempertimbangkan karak-
teristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan 
dan potensi sumber daya energi lautnya yang 
besar. 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah 
kontribusi terhadap pengembangan literatur 
akademik mengenai hubungan antara keamanan 
maritim dan pengelolaan sumber daya energi 
laut, khususnya dalam konteks negara-negara 
berkembang dengan wilayah maritim yang luas. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat 
memperkaya diskusi akademik mengenai evolusi 
strategi pertahanan maritim dalam menghadapi 
tantangan-tantangan kontemporer. Dari aspek 
praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi 
referensi bagi pembuat kebijakan dalam 

merumuskan strategi pertahanan maritim yang 
lebih efektif dan berkelanjutan, serta 
memberikan masukan bagi sektor swasta yang 
terlibat dalam pengembangan proyek-proyek 
energi laut mengenai aspek-aspek keamanan 
yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan 
dan implementasi proyek. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode library research 
(penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk 
menganalisis dan mensintesis berbagai literatur 
ilmiah terkait strategi pertahanan maritim dalam 
pengelolaan sumber daya energi laut. 
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 
memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap 
nuansa, konteks, dan makna yang terkandung 
dalam berbagai dokumen akademik, kebijakan, 
dan laporan penelitian yang berkaitan dengan 
topik penelitian (Sugiyono, 2020).  

Strategi pengumpulan data dalam penelitian 
ini menerapkan teknik purposive sampling 
terhadap literatur-literatur yang relevan dengan 
kriteria inklusi yang telah ditetapkan secara 
spesifik. Kriteria inklusi mencakup publikasi 
akademik dalam rentang waktu 2019-2025, 
artikel jurnal yang telah melalui proses peer-
review, laporan penelitian dari institusi 
terpercaya, dokumen kebijakan pemerintah, dan 
publikasi dari organisasi internasional yang 
memiliki kredibilitas tinggi dalam bidang 
keamanan maritim dan energi laut.  

Teknik analisis data yang diterapkan dalam 
penelitian ini menggunakan content analysis atau 
analisis isi yang bersifat kualitatif untuk 
mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, 
dan hubungan konseptual antar literatur. Proses 
analisis dimulai dengan coding terbuka untuk 
mengidentifikasi konsep-konsep dasar yang 
muncul dari setiap literatur, dilanjutkan dengan 
coding aksial untuk menghubungkan kategori-
kategori yang telah terbentuk, dan diakhiri 
dengan coding selektif untuk mengintegrasikan 
temuan-temuan utama menjadi kerangka teoritis 
yang koheren.  

Kerangka kerja analisis yang dikembangkan 
dalam penelitian ini mengadopsi model analisis 
tematik yang memungkinkan identifikasi tema-
tema mayor dan minor yang berkaitan dengan 
strategi pertahanan maritim dan pengelolaan 
sumber daya energi laut. Setiap tema yang 
teridentifikasi kemudian dianalisis secara 
mendalam untuk memahami dimensi-dimensi 
yang terkandung di dalamnya, hubungan kausal 
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yang mungkin ada, serta implikasi praktis dan 
teoretis yang dapat dikembangkan.  

Aspek kredibilitas penelitian dijaga melalui 
penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam 
dokumentasi proses penelitian, akuntabilitas 
dalam pemilihan dan analisis sumber data, serta 
reflexivity dalam mengakui keterbatasan dan 
bias potensial yang mungkin mempengaruhi 
interpretasi. Penelitian kualitatif dengan pen-
dekatan library research memiliki keunggulan 
dalam menghasilkan wawasan mendalam 
tentang fenomena kompleks melalui analisis 
komprehensif terhadap berbagai perspektif 
akademik dan praktis yang telah dipublikasikan 
(Creswell & Poth, 2022). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
Analisis literatur menunjukkan bahwa 

model strategi pertahanan maritim 
kontemporer telah mengalami evolusi 
signifikan dari pendekatan konvensional 
menuju paradigma yang lebih komprehensif 
dan multidimensional. Transformasi ini dipicu 
oleh meningkatnya kompleksitas ancaman 
terhadap sumber daya energi laut dan 
perubahan lanskap geopolitik global yang 
mempengaruhi dinamika keamanan maritim. 
Model strategi pertahanan maritim modern 
tidak lagi terbatas pada aspek militer semata, 
melainkan mengintegrasikan dimensi 
ekonomi, teknologi, diplomasi, dan lingkungan 
dalam satu kerangka kerja yang holistic. 

 
B. Pembahasan 

1. Model Strategi Pertahanan Maritim 
Kontemporer dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Energi Laut 

Penelitian (Asrul et al., 2023) 
mengidentifikasi bahwa sistem pertahanan 
maritim membutuhkan tingkatan yang 
lebih rumit karena memerlukan kekuatan 
pertahanan yang mumpuni serta biaya 
operasional yang substansial dalam setiap 
operasi untuk menjaga kedaulatan maritim. 
Kompleksitas ini menuntut pengembangan 
model strategi yang tidak hanya reaktif 
terhadap ancaman, tetapi juga proaktif 
dalam mengantisipasi berbagai skenario 
ancaman masa depan. Model strategi per-
tahanan maritim kontemporer mengadopsi 
pendekatan pertahanan berlapis yang 
mencakup deteksi dini, pencegahan, 
respons cepat, dan pemulihan pasca-

insiden untuk memastikan kontinuitas 
operasional sektor energi laut. 

Integrasi teknologi canggih menjadi 
karakteristik utama model strategi 
pertahanan maritim modern. (Bueger & 
Edmunds, 2024) menekankan bahwa 
ekspansi infrastruktur energi lepas pantai, 
khususnya pembangkit listik tenaga angin, 
mengubah lanskap keamanan maritim 
secara fundamental dan menciptakan 
kebutuhan akan sistem proteksi yang 
canggih. Implementasi sistem pengawasan 
berbasis satelit, kendaraan bawah air tanpa 
awak, dan kecerdasan buatan untuk 
pemantauan waktu nyata terhadap 
aktivitas mencurigakan di sekitar instalasi 
energi laut menjadi komponen integral 
dalam model strategi modern. Teknologi 
rantai blok juga mulai diadopsi untuk 
mengamankan sistem komunikasi dan data 
operasional infrastruktur energi laut dari 
ancaman siber. 

Model strategi pertahanan maritim 
kontemporer juga menekankan pentingnya 
pendekatan seluruh pemerintahan yang 
melibatkan koordinasi erat antara berbagai 
kementerian dan lembaga terkait. 
Koordinasi lintas sektor ini mencakup 
integrasi antara kekuatan militer, penega-
kan hukum maritim, otoritas pelabuhan, 
regulator energi, dan sektor swasta dalam 
satu kerangka operasional yang sinergis. 
Pendekatan ini memungkinkan optima-
lisasi sumber daya dan kemampuan yang 
tersedia untuk menciptakan sistem 
pertahanan yang lebih efektif dan efisien. 

Dimensi kerja sama regional menjadi 
elemen penting dalam model strategi 
pertahanan maritim kontemporer. (Apriani 
et al., 2024) menunjukkan pentingnya kerja 
sama maritim dan diplomasi sebagai 
strategi geopolitik maritim dalam 
mengatasi penjarahan sumber daya laut. 
Kerja sama regional tidak hanya mencakup 
pertukaran informasi intelijen dan 
koordinasi patroli bersama, tetapi juga 
pengembangan standar keamanan yang 
harmonis, berbagi praktik terbaik, dan 
pembentukan mekanisme respons krisis 
bersama untuk menghadapi ancaman 
transnasional terhadap infrastruktur 
energi laut. 

Evolusi model strategi pertahanan 
maritim juga mencerminkan perubahan 
paradigma dari pendekatan reaktif menuju 
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pendekatan antisipatoris yang lebih 
dinamis. Model kontemporer menekankan 
pentingnya analisis risiko berkelanjutan 
dan adaptasi strategi berdasarkan peruba-
han lanskap ancaman. Sistem peringatan 
dini yang terintegrasi dengan kemampuan 
respons cepat menjadi komponen kunci 
dalam model ini, memungkinkan deteksi 
potensi ancaman jauh sebelum materia-
lisasi menjadi insiden nyata. Pendekatan ini 
memerlukan investasi signifikan dalam 
teknologi sensor, sistem komunikasi, dan 
platform mobilitas yang dapat bereaksi 
dengan cepat terhadap berbagai skenario 
ancaman. 

Aspek keberlanjutan dan tanggung 
jawab lingkungan juga menjadi pertimba-
ngan integral dalam model strategi 
pertahanan maritim modern. Perlindungan 
sumber daya energi laut harus selaras 
dengan prinsip-prinsip konservasi lingku-
ngan dan pembangunan berkelanjutan. 
Model strategi kontemporer menginteg-
rasikan penilaian dampak lingkungan 
dalam perencanaan operasional, 
mengadopsi teknologi ramah lingkungan 
dalam sistem pertahanan, dan memper-
timbangkan dampak jangka panjang 
aktivitas pertahanan terhadap ekosistem 
laut. Pendekatan ini mencerminkan 
pemahaman bahwa keamanan energi laut 
tidak dapat dipisahkan dari kesehatan dan 
keberlanjutan lingkungan maritim secara 
keseluruhan. 

 
2. Implementasi Kebijakan Pertahanan 

Maritim dalam Konteks Pengelolaan 
Energi Laut 

Implementasi kebijakan pertahanan 
maritim dalam pengelolaan energi laut 
menghadapi tantangan beragam yang 
memerlukan pendekatan sistematis dan 
terstruktur. Proses implementasi 
melibatkan transformasi konsep strategis 
menjadi tindakan operasional konkret yang 
dapat diukur dan dievaluasi efektivitasnya. 
Keberhasilan implementasi sangat ber-
gantung pada kejelasan kerangka 
kebijakan, alokasi sumber daya yang 
memadai, kapasitas institusional yang kuat, 
dan dukungan politik yang konsisten dari 
berbagai pemangku kepentingan.  

(Fajri, 2020) mengidentifikasi bahwa 
strategi pertahanan maritim memerlukan 
restrukturisasi kementerian dan lembaga 

berdasarkan komponen Militer, Politik, 
Ekonomi, Sipil, dan Informasi untuk 
mengatasi ancaman hibrida di kawasan 
maritim strategis. Implementasi kebijakan 
yang efektif memerlukan harmonisasi 
regulasi antar instansi untuk menghindari 
tumpang tindih kewenangan dan 
menciptakan sinergi dalam pelaksanaan 
tugas. Struktur organisasi yang jelas 
dengan pembagian peran dan tanggung 
jawab yang tegas menjadi prasyarat 
fundamental bagi implementasi kebijakan 
yang sukses. 

Aspek koordinasi menjadi tantangan 
krusial dalam implementasi kebijakan 
pertahanan maritim. (Indriyani et al., 2022) 
menekankan bahwa sistem pertahanan 
negara perlu memperhatikan faktor 
geografis, sumber daya nasional, dan 
potensi ancaman untuk menghindari 
tumpang tindih penguasaan sumber energi 
di wilayah perbatasan. Koordinasi yang 
efektif memerlukan pembentukan 
mekanisme komunikasi yang kuat, sistem 
informasi terintegrasi, dan protokol 
pengambilan keputusan yang jelas dalam 
situasi normal maupun darurat. 
Pembentukan pusat komando gabungan 
dan standardisasi prosedur operasional 
menjadi instrumen penting untuk 
mewujudkan koordinasi yang optimal. 

Implementasi kebijakan juga menghadapi 
kendala dalam aspek alokasi sumber daya 
dan pendanaan. Operasional sistem 
pertahanan maritim memerlukan investasi 
besar dalam pengadaan peralatan, pelatihan 
personel, pemeliharaan fasilitas, dan 
pengembangan teknologi. Keberlanjutan 
pendanaan menjadi faktor penentu bagi 
efektivitas jangka panjang implementasi 
kebijakan. Diversifikasi sumber pendanaan 
melalui kemitraan pemerintah-swasta dan 
kerja sama internasional dapat menjadi 
solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal 
pemerintahan. 

(Liebetrau & Bueger, 2024) menunjuk-
kan bahwa perlindungan infrastruktur 
maritim kritis memerlukan dialog, berbagi 
informasi, dan koordinasi yang intensif 
antar berbagai aktor yang terlibat. 
Implementasi kebijakan harus memfasi-
litasi pembentukan jaringan kepercayaan 
antar pemangku kepentingan melalui 
konsultasi rutin, pelatihan bersama, dan 
mekanisme berbagi informasi. 
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Transparansi dalam proses pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan program menjadi kunci untuk 
membangun dan mempertahankan 
kepercayaan antar pihak yang terlibat. 

(Liebetrau & Bueger, 2024) menun-
jukkan bahwa perlindungan infrastruktur 
maritim kritis memerlukan dialog, berbagi 
informasi, dan koordinasi yang intensif 
antar berbagai aktor yang terlibat. 
Implementasi kebijakan harus memfasi-
litasi pembentukan jaringan kepercayaan 
antar pemangku kepentingan melalui 
konsultasi rutin, pelatihan bersama, dan 
mekanisme berbagi informasi. 
Transparansi dalam proses pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan program menjadi kunci untuk 
membangun dan mempertahankan 
kepercayaan antar pihak yang terlibat. 

Pemantauan dan evaluasi menjadi 
komponen integral dalam implementasi 
kebijakan pertahanan maritim. 
Pengembangan indikator kinerja utama 
yang terukur dan relevan untuk mengukur 
kemajuan implementasi kebijakan dan 
efektivitas strategi pertahanan yang 
diterapkan. Penilaian rutin terhadap 
lanskap ancaman dan adaptasi strategi 
sesuai dengan perubahan kondisi menjadi 
keharusan untuk memastikan relevansi dan 
efektivitas kebijakan dalam jangka panjang. 

Tantangan implementasi kebijakan juga 
berkaitan erat dengan aspek sumber daya 
manusia dan pengembangan kapasitas 
institusional. Kompleksitas teknologi 
modern dalam sistem pertahanan maritim 
memerlukan personel yang memiliki 
keahlian teknis tinggi dan pemahaman 
mendalam tentang dinamika keamanan 
maritim. Program pelatihan berkelanjutan, 
sertifikasi profesional, dan pengembangan 
karir yang jelas menjadi elemen penting 
dalam memastikan kualitas implementasi 
kebijakan. Selain itu, perubahan generasi 
dalam struktur kepemimpinan organisasi 
maritim memerlukan transfer pengetahuan 
yang efektif dan pelestarian memori 
institusional untuk menjaga kontinuitas 
implementasi strategi. 

Aspek inovasi dan adaptabilitas dalam 
implementasi kebijakan menjadi semakin 
penting mengingat kecepatan perubahan 
teknologi dan evolusi ancaman keamanan. 
Kebijakan pertahanan maritim harus 

dirancang dengan fleksibilitas yang 
memungkinkan penyesuaian terhadap 
perkembangan baru tanpa mengganggu 
stabilitas operasional. Implementasi pilot 
project dan uji coba terbatas sebelum 
penerapan skala penuh dapat membantu 
mengidentifikasi potensi masalah dan 
menyempurnakan pendekatan implemen-
tasi. Mekanisme umpan balik dari level 
operasional ke level kebijakan juga penting 
untuk memastikan bahwa realitas lapangan 
tercermin dalam penyesuaian dan 
perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. 

 
3. Tantangan Keamanan Infrastruktur 

Energi Laut dan Strategi Mitigasinya 
Infrastruktur energi laut menghadapi 

spektrum ancaman yang luas dan 
kompleks, mulai dari risiko teknis 
operasional hingga ancaman keamanan 
yang bersifat disengaja. Kompleksitas 
ancaman ini diperberat oleh karakteristik 
lingkungan maritim yang keras dan 
terpencil, sehingga memerlukan strategi 
mitigasi yang komprehensif dan adaptif. 
Identifikasi dan penilaian terhadap 
berbagai jenis ancaman menjadi langkah 
awal dalam pengembangan strategi 
mitigasi yang efektif. 

(Bueger & Liebetrau, 2023) meng-
identifikasi spektrum ancaman terhadap 
infrastruktur maritim yang mencakup 
kecelakaan, terorisme, kejahatan laut, dan 
taktik zona abu-abu. Setiap kategori 
ancaman memiliki karakteristik dan modus 
operandi yang berbeda, sehingga 
memerlukan pendekatan mitigasi yang 
disesuaikan dan spesifik. Ancaman 
kecelakaan dapat berupa tabrakan dengan 
kapal, peristiwa cuaca ekstrem, atau 
kegagalan teknis yang dapat menyebabkan 
gangguan operasional atau kerusakan 
terhadap infrastruktur. Mitigasi terhadap 
ancaman ini melibatkan implementasi 
standar keselamatan yang ketat, program 
pemeliharaan rutin, dan pengembangan 
kapabilitas respons darurat. 

Ancaman terorisme dan sabotase 
terhadap infrastruktur energi laut memer-
lukan strategi mitigasi yang melibatkan 
pengumpulan intelijen, perlindungan fisik, 
dan kemampuan respons cepat. Penilaian 
kerentanan terhadap komponen kritis 
infrastruktur energi laut perlu dilakukan 
secara rutin untuk mengidentifikasi titik 
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lemah dan mengembangkan tindakan 
balasan yang sesuai. Implementasi 
pendekatan keamanan berlapis yang 
mencakup keamanan perimeter, kontrol 
akses, sistem pengawasan, dan personel 
keamanan menjadi strategi mitigasi 
standar untuk menghadapi ancaman yang 
disengaja. 

Kejahatan laut seperti perompakan, 
pencurian, dan penyelundupan juga 
mengancam keamanan infrastruktur energi 
laut. (Wibowo et al., 2021) menekankan 
pentingnya manajemen strategis dalam 
pengelolaan sumber daya maritim untuk 
meningkatkan sistem tata kelola maritim 
dan mengatasi berbagai bentuk kejahatan 
maritim. Strategi mitigasi terhadap 
kejahatan laut melibatkan peningkatan 
patroli maritim, penguatan kemampuan 
penegakan hukum, dan kerja sama 
internasional dalam berbagi informasi dan 
operasi bersama. 

Taktik zona abu-abu yang melibatkan 
aktivitas yang ambigu antara damai dan 
perang memerlukan strategi mitigasi yang 
canggih dan sensitif secara politik. Aktivitas 
seperti kehadiran terus-menerus, pelece-
han, dan perambahan bertahap dapat 
mengganggu operasional infrastruktur 
energi laut tanpa melibatkan konflik 
terbuka. Mitigasi terhadap taktik zona abu-
abu memerlukan kombinasi keterlibatan 
diplomatik, langkah hukum, dan sikap 
bertahan yang dikalibrasi dengan hati-hati 
untuk menghindari eskalasi. 

Ancaman siber terhadap infrastruktur 
energi laut menjadi ancaman yang semakin 
signifikan seiring dengan digitalisasi sistem 
operasional. Strategi mitigasi ancaman 
siber melibatkan implementasi kerangka 
keamanan siber yang kuat, audit keamanan 
rutin, pengujian penetrasi, dan pengem-
bangan kemampuan respons insiden. 
Pemisahan sistem kritis, implementasi 
autentikasi multi-faktor, dan pelatihan 
keamanan siber rutin untuk personel 
menjadi langkah penting dalam mitigasi 
risiko siber. 

Perubahan iklim dan degradasi 
lingkungan juga menghadirkan tantangan 
baru bagi keamanan infrastruktur energi 
laut. Kenaikan permukaan laut, peristiwa 
cuaca ekstrem, dan pengasaman laut dapat 
mempengaruhi integritas struktural dan 
kinerja operasional infrastruktur energi 

laut. Strategi adaptasi yang melibatkan 
desain tahan iklim, prosedur operasional 
yang fleksibel, dan sistem pemantauan 
lingkungan menjadi kebutuhan untuk 
mempertahankan kontinuitas operasional 
dalam kondisi lingkungan yang berubah. 

Perkembangan ancaman hibrida yang 
menggabungkan elemen konvensional dan 
non-konvensional juga menghadirkan 
kompleksitas baru dalam mitigasi 
keamanan infrastruktur energi laut. 
Ancaman hibrida dapat berupa kombinasi 
serangan siber terhadap sistem kontrol 
dengan gangguan fisik terhadap 
infrastruktur, atau kampanye disinformasi 
yang dikombinasikan dengan aktivitas 
sabotase. Strategi mitigasi terhadap 
ancaman hibrida memerlukan pendekatan 
yang holistik dan terintegrasi yang mampu 
mengantisipasi dan merespons berbagai 
kombinasi ancaman secara simultan. 
Pengembangan skenario latihan yang 
mensimulasikan ancaman hibrida menjadi 
penting untuk menguji kesiapan dan 
efektivitas respons sistem pertahanan. 

Aspek ekonomi dalam mitigasi ancaman 
juga perlu mendapat perhatian khusus 
mengingat tingginya biaya investasi dalam 
infrastruktur energi laut. Analisis cost-
benefit yang komprehensif diperlukan 
untuk menentukan tingkat investasi 
keamanan yang optimal tanpa mengorban-
kan viabilitas ekonomi proyek energi laut. 
Asuransi dan mekanisme transfer risiko 
lainnya dapat menjadi instrumen penting 
dalam strategi mitigasi untuk mengurangi 
dampak finansial dari potensi insiden 
keamanan. Kemitraan strategis antara 
pemerintah dan sektor swasta dalam 
sharing biaya keamanan juga dapat 
menjadi model yang efektif untuk 
memastikan keberlanjutan investasi dalam 
perlindungan infrastruktur energi laut. 

 
4. Koordinasi Lintas Sektor dalam Strategi 

Pertahanan Maritim 
Koordinasi lintas sektor merupakan 

elemen fundamental dalam implementasi 
strategi pertahanan maritim yang efektif, 
mengingat kompleksitas dan multidimen-
sionalitas tantangan keamanan maritim 
kontemporer. Keberhasilan strategi 
pertahanan maritim sangat bergantung 
pada kemampuan berbagai sektor untuk 
bekerja secara sinergis dalam kerangka 
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yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan 
baik. Tantangan koordinasi yang muncul 
dalam konteks maritim seringkali lebih 
kompleks dibandingkan domain keamanan 
lainnya karena melibatkan berbagai 
yurisdiksi, pemangku kepentingan yang 
beragam, dan otoritas yang tumpang tindih. 

Mekanisme koordinasi struktural 
menjadi tulang punggung bagi efektivitas 
kerja sama lintas sektor. Pembentukan 
satuan tugas gabungan atau pusat 
koordinasi maritim yang melibatkan 
perwakilan dari berbagai kementerian, 
lembaga, dan sektor swasta dapat menjadi 
platform untuk koordinasi dan 
pengambilan keputusan yang terintegrasi. 
Mekanisme ini harus dilengkapi dengan 
mandat yang jelas, otoritas yang memadai, 
dan sumber daya yang cukup untuk dapat 
menjalankan fungsi koordinasi secara 
efektif. Pertemuan rutin, sesi perencanaan 
bersama, dan sistem kesadaran situasi 
bersama menjadi alat operasional yang 
penting dalam mempertahankan efektivitas 
koordinasi. 

Mekanisme berbagi informasi merupa-
kan komponen kritis dalam koordinasi 
lintas sektor. Pengembangan sistem 
informasi terintegrasi yang dapat diakses 
oleh berbagai pemangku kepentingan 
dengan izin keamanan yang sesuai 
memungkinkan berbagi informasi waktu 
nyata dan penilaian situasi kolaboratif. 
Standardisasi format data, protokol 
komunikasi, dan sistem klasifikasi 
informasi menjadi prasyarat untuk aliran 
informasi yang mulus antar sektor. 
Implementasi sistem kesadaran domain 
maritim yang komprehensif dapat secara 
signifikan meningkatkan efektivitas 
koordinasi melalui penyediaan gambaran 
operasional bersama bagi semua 
pemangku kepentingan. 

(Asrul et al., 2023) mengidentifikasi 
bahwa sinergi antar entitas maritim perlu 
didukung oleh faktor koordinasi yang 
bersifat kemitraan dan komunikasi yang 
merupakan saluran pertukaran informasi 
antar entitas. Pendekatan kemitraan dalam 
koordinasi lintas sektor memerlukan 
pengembangan saling pengertian, tujuan 
bersama, dan budaya kolaboratif antar 
berbagai organisasi yang terlibat. 
Membangun kepercayaan melalui pelatihan 
bersama, program pertukaran personel, 

dan proyek kolaboratif dapat memperkuat 
fondasi kemitraan dan meningkatkan 
efektivitas koordinasi. 

Kerangka hukum dan harmonisasi 
regulasi menjadi faktor pendukung bagi 
koordinasi lintas sektor yang efektif. 
Regulasi yang tidak konsisten, yurisdiksi 
yang tumpang tindih, dan otoritas yang 
tidak jelas dapat menjadi hambatan 
signifikan bagi koordinasi yang efektif. 
Harmonisasi kerangka hukum melalui 
pengembangan legislasi menyeluruh atau 
perjanjian antar lembaga dapat 
memberikan panduan yang jelas untuk 
mekanisme koordinasi dan menyelesaikan 
konflik yurisdiksi. Tinjauan dan pembaruan 
kerangka regulasi secara rutin juga 
diperlukan untuk memastikan relevansi 
dengan ancaman yang berkembang dan 
persyaratan operasional yang berubah. 

Program pembangunan kapasitas dan 
standardisasi pelatihan lintas sektor dapat 
meningkatkan efektivitas koordinasi 
melalui pengembangan pemahaman 
bersama, terminologi yang sama, dan 
prosedur operasional yang kompatibel. 
Latihan pelatihan bersama yang melibat-
kan berbagai sektor dapat meningkatkan 
interoperabilitas dan menguji mekanisme 
koordinasi dalam skenario simulasi. 
Pengembangan kurikulum pelatihan 
bersama dan program sertifikasi dapat 
memastikan tingkat kemampuan yang 
konsisten di berbagai organisasi yang 
terlibat dalam operasi keamanan maritim. 

Mekanisme berbagi sumber daya dapat 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber 
daya yang tersedia dan menghindari 
duplikasi upaya di berbagai sektor. 
Pengembangan pengaturan pengumpulan 
sumber daya, dukungan logistik bersama, 
dan program pengadaan bersama dapat 
meningkatkan efisiensi operasional dan 
mengurangi biaya keseluruhan. Koordinasi 
dalam alokasi sumber daya selama situasi 
krisis juga memerlukan mekanisme yang 
telah ditetapkan sebelumnya untuk 
memastikan mobilisasi cepat dan peman-
faatan sumber daya yang tersedia secara 
efektif. 

Sistem pengukuran kinerja dan 
akuntabilitas menjadi alat penting untuk 
memantau efektivitas koordinasi dan 
mengidentifikasi area untuk perbaikan. 
Pengembangan indikator kinerja utama 
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untuk aktivitas koordinasi, penilaian rutin 
mekanisme koordinasi, dan sistem umpan 
balik dapat memberikan wawasan 
berharga untuk perbaikan berkelanjutan. 
Penetapan garis akuntabilitas yang jelas 
dan insentif kinerja dapat memotivasi 
partisipasi aktif dan kontribusi berkualitas 
tinggi dari berbagai pemangku kepentingan 
dalam proses koordinasi. 

Dimensi budaya organisasi dalam koor-
dinasi lintas sektor juga mempengaruhi 
efektivitas kerja sama antar institusi 
maritim. Perbedaan budaya kerja, nilai-
nilai organisasi, dan pendekatan 
operasional antar sektor dapat menjadi 
hambatan dalam koordinasi yang efektif. 
Pengembangan program sosialisasi lintas 
sektor, pertukaran personel jangka pendek, 
dan kegiatan team building dapat mem-
bantu membangun pemahaman mutual dan 
mengurangi resistensi terhadap kerja sama. 
Kepemimpinan yang transformasional di 
level strategis juga berperan penting dalam 
mendorong perubahan budaya yang 
mendukung kolaborasi lintas sektor. 

Peran teknologi informasi dalam 
meningkatkan koordinasi lintas sektor 
tidak dapat diabaikan dalam era digital saat 
ini. Pengembangan platform digital yang 
memungkinkan komunikasi real-time, 
berbagi dokumen, dan koordinasi aktivitas 
dapat secara signifikan meningkatkan 
efisiensi koordinasi. Implementasi sistem 
manajemen insiden berbasis teknologi 
cloud dapat memfasilitasi respons 
terkoordinasi dalam situasi darurat. 
Namun, perlu diperhatikan juga aspek 
keamanan informasi dan standardisasi 
protokol teknologi untuk memastikan 
interoperabilitas antar sistem yang 
digunakan berbagai sektor. Investasi dalam 
infrastruktur teknologi informasi yang 
robust menjadi prasyarat untuk 
mendukung koordinasi lintas sektor yang 
efektif di era modern. 

 
5. Inovasi Teknologi dan Masa Depan 

Strategi Pertahanan Maritim 
Revolusi teknologi informasi dan 

komunikasi telah mengubah lanskap 
strategi pertahanan maritim secara funda-
mental, menciptakan peluang sekaligus 
tantangan baru dalam melindungi sumber 
daya energi maritim. Inovasi teknologi 
dalam bidang sensor, otomasi, kecerdasan 

buatan, dan sistem komunikasi membuka 
kemungkinan untuk mengembangkan 
strategi pertahanan maritim yang lebih 
efektif, efisien, dan responsif. Integrasi 
teknologi mutakhir dalam sistem 
pertahanan maritim dapat secara signifikan 
meningkatkan kemampuan deteksi, waktu 
respons, dan efektivitas operasional dalam 
melindungi infrastruktur energi di 
lingkungan maritim. 

Sistem otonom dan platform tanpa awak 
menjadi pengubah permainan dalam 
strategi pertahanan maritim. Pengemba-
ngan kapal permukaan otonom, pesawat 
tanpa awak bawah laut, dan platform 
pengawasan udara memungkinkan 
kemampuan pemantauan terus-menerus 
dan respons cepat tanpa membahayakan 
nyawa manusia. (Indriyani et al., 2022) 
menekankan pentingnya memperhatikan 
faktor geografis dan potensi ancaman 
dalam sistem pertahanan negara untuk 
melindungi sumber energi di wilayah 
perbatasan. Sistem otonom dapat 
memberikan cakupan berkelanjutan di area 
maritim terpencil yang sulit diakses oleh 
platform berawak, secara signifikan 
meningkatkan kemampuan pengawasan 
dan akurasi deteksi ancaman. 

Teknologi kecerdasan buatan dan 
pembelajaran mesin merevolusi deteksi 
ancaman dan analitik prediktif dalam 
pertahanan maritim. Sistem bertenaga 
kecerdasan buatan dapat menganalisis 
sejumlah besar data dari berbagai sensor 
untuk mengidentifikasi pola mencurigakan, 
memprediksi potensi ancaman, dan 
merekomendasikan tindakan respons yang 
tepat. Algoritma pembelajaran mesin dapat 
terus meningkatkan akurasi deteksi 
melalui pembelajaran dari data historis dan 
pola ancaman yang berkembang. Integrasi 
teknologi kecerdasan buatan dalam sistem 
komando dan kontrol dapat meningkatkan 
kecepatan dan akurasi pengambilan 
keputusan, khususnya dalam situasi kritis 
waktu. 

Teknologi satelit dan aset berbasis 
ruang menjadi pemungkin kritis bagi 
strategi pertahanan maritim modern. Citra 
satelit resolusi tinggi, satelit radar, dan 
satelit komunikasi memberikan cakupan 
global dan kemampuan kesadaran situasi 
waktu nyata yang penting untuk memantau 
wilayah maritim yang luas. Pengembangan 
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konstelasi satelit komersial juga 
menciptakan peluang untuk memanfaatkan 
kemampuan sektor swasta dalam 
mendukung tujuan pertahanan maritim. 
Integrasi data satelit dengan sumber 
intelijen lain dapat memberikan kesadaran 
domain maritim yang komprehensif yang 
sebelumnya tidak mungkin dengan metode 
tradisional. 

Teknologi keamanan siber menjadi 
semakin penting seiring dengan digitalisasi 
infrastruktur energi maritim. Apriani et al. 
(2024) mengidentifikasi pentingnya patroli 
dan pengawasan maritim, kerja sama, dan 
diplomasi dalam strategi geopolitik 
maritim. Langkah keamanan siber yang 
canggih termasuk teknologi enkripsi, 
sistem deteksi intrusi, dan protokol 
keamanan berbasis rantai blok dapat 
melindungi infrastruktur maritim kritis 
dari serangan siber yang canggih. 
Pengembangan kemampuan ketahanan 
siber juga penting untuk memastikan 
pemulihan cepat dari insiden siber dan 
mempertahankan kontinuitas operasional. 

Kemajuan teknologi komunikasi 
memungkinkan koordinasi yang lebih baik 
dan berbagi informasi antar berbagai 
pemangku kepentingan dalam pertahanan 
maritim. Pengembangan jaringan 
komunikasi aman, kemampuan jaringan 
mesh, dan radio yang ditentukan perangkat 
lunak dapat memberikan kemampuan 
komunikasi yang kuat bahkan dalam 
lingkungan maritim yang menantang. 
Integrasi sistem komunikasi dengan 
platform komando dan kontrol dapat 
memfasilitasi koordinasi waktu nyata dan 
upaya respons kolaboratif. 

Tren masa depan dalam teknologi 
pertahanan maritim mengarah pada 
peningkatan otomasi, konektivitas, dan 
kecerdasan dalam sistem pertahanan. 
Pengembangan kembar digital untuk 
infrastruktur maritim dapat memung-
kinkan pemeliharaan prediktif dan 
perencanaan skenario untuk berbagai 
kondisi ancaman. Teknologi kuantum dapat 
merevolusi enkripsi dan keamanan 
komunikasi dalam domain maritim. 
Integrasi sumber energi terbarukan dalam 
sistem pertahanan dapat meningkatkan 
keberlanjutan dan daya tahan operasional 
di lokasi maritim terpencil. 

Namun, kemajuan teknologi juga 
mencipta-kan kerentanan dan tantangan 
baru untuk pertahanan maritim. 
Ketergantungan pada sistem teknologi 
yang kompleks dapat menciptakan titik 
kegagalan tunggal dan target menarik bagi 
lawan. Kecepatan perubahan teknologi 
yang cepat memerlukan investasi 
berkelanjutan dalam penelitian dan 
pengembangan, pelatihan, dan peningkatan 
sistem untuk mempertahankan keunggulan 
teknologi. Keseimbangan antara kecang-
gihan teknologi dan kesederhanaan 
operasional menjadi pertimbangan kritis 
dalam merancang sistem pertahanan 
maritim masa depan yang dapat 
diandalkan dan efektif dalam berbagai 
kondisi operasional. 

Aspek etika dan regulasi dalam 
penggunaan teknologi canggih untuk 
pertahanan maritim menjadi isu yang 
semakin penting. Penggunaan sistem 
otonom dalam operasi pertahanan menim-
bulkan pertanyaan tentang akuntabilitas 
dan pengambilan keputusan dalam situasi 
yang melibatkan risiko terhadap nyawa 
manusia. Pengembangan kerangka etika 
yang jelas untuk penggunaan teknologi 
kecerdasan buatan dan sistem otonom 
dalam konteks pertahanan maritim 
menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi 
internasional yang mengatur penggunaan 
teknologi pertahanan maritim juga perlu 
dikembangkan untuk mencegah eskalasi 
konflik dan memastikan penggunaan 
teknologi yang bertanggung jawab (H. Li et 
al., 2022). 

Integrasi teknologi masa depan dalam 
strategi pertahanan maritim juga harus 
mempertimbangkan aspek keberlanjutan 
dan dampak lingkungan. Teknologi hijau 
seperti sistem propulsi ramah lingkungan, 
sumber energi terbarukan, dan material 
biodegradable dapat mengurangi jejak 
lingkungan operasi pertahanan maritim. 
Pengembangan teknologi dual-use yang 
dapat mendukung baik tujuan pertahanan 
maupun konservasi lingkungan menjadi 
pendekatan yang menarik untuk 
optimalisasi investasi. Kolaborasi antara 
sektor pertahanan dan industri teknologi 
hijau dapat menghasilkan inovasi yang 
menguntungkan kedua aspek keamanan 
dan keberlanjutan lingkungan dalam 
jangka panjang. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

Analisis komprehensif terhadap literatur 
strategi pertahanan maritim dalam 
pengelolaan sumber daya energi laut meng-
ungkapkan transformasi paradigma yang 
signifikan dari pendekatan konvensional 
menuju model multidimensional yang 
mengintegrasikan aspek militer, ekonomi, 
teknologi, dan diplomasi. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa keberhasilan strategi 
pertahanan maritim kontemporer sangat 
bergantung pada kemampuan adaptasi 
terhadap spektrum ancaman yang semakin 
kompleks, mulai dari kejahatan tradisional 
hingga ancaman hibrida yang menggabungkan 
elemen fisik dan siber.  

Implementasi kebijakan pertahanan 
maritim menghadapi tantangan struktural 
yang memerlukan harmonisasi regulasi lintas 
sektor, alokasi sumber daya yang optimal, dan 
pengembangan kapasitas institusional yang 
berkelanjutan. Koordinasi efektif antar 
berbagai pemangku kepentingan menjadi 
prasyarat fundamental bagi penciptaan sistem 
pertahanan yang sinergis dan responsif 
terhadap dinamika ancaman kontemporer. 
Inovasi teknologi, khususnya dalam bidang 
sistem otonom, kecerdasan buatan, dan 
teknologi satelit, membuka peluang 
transformatif dalam meningkatkan efektivitas 
deteksi ancaman dan respons operasional. 
Namun, ketergantungan terhadap teknologi 
canggih juga menciptakan kerentanan baru 
yang memerlukan pendekatan mitigasi yang 
seimbang antara kecanggihan teknis dan 
keandalan operasional. Temuan penelitian ini 
memberikan kontribusi teoretis dalam 
pengembangan kerangka konseptual strategi 
pertahanan maritim terintegrasi serta 
rekomendasi praktis bagi pengambil kebija-
kan dalam merumuskan strategi yang adaptif 
dan berkelanjutan untuk mengamankan 
sumber daya energi laut nasional. 

 

B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah 

diuraikan, berikut adalah beberapa saran 
yang dapat dipertimbangkan oleh para 
pemangku kepentingan: 
1. Penguatan Kerangka Regulasi dan 

Koordinasi Lintas Sektor: Disarankan 
kepada pemerintah untuk membentuk atau 
memperkuat sebuah badan koordinasi 
maritim nasional yang memiliki mandat 

jelas untuk menyinergikan berbagai 
institusi. 

2. Prioritas pada Peningkatan Kapasitas 
Keamanan Hibrida dan Siber: Mengingat 
evolusi ancaman yang menggabungkan 
elemen konvensional dan non-
konvensional, pemerintah dan operator 
infrastruktur energi laut perlu 
memprioritaskan investasi pada kapabilitas 
keamanan siber maritim. 

3. Adopsi Teknologi Secara Bertahap dan 
Terukur: Disarankan agar adopsi teknologi 
canggih seperti sistem otonom dan 
kecerdasan buatan dilakukan melalui 
pendekatan yang seimbang antara inovasi 
dan keandalan operasional. 

4. Arah Penelitian Lanjutan: Bagi akademisi 
dan peneliti, disarankan untuk melakukan 
penelitian lanjutan yang berfokus pada 
studi kasus implementasi strategi 
pertahanan maritim di Indonesia. 
 

DAFTAR RUJUKAN 
Apriani, E., Supriyadi, A. A., Prakoso, L. Y., 

Widodo, P., & Suwarno, P. (2024). 
Strengthening Maritime Geopolitics 
Strategy to Counter Marine Resource 
Plundering in the North Natuna Sea. East 
Asian Journal of Multidisciplinary Research, 
3(10), 4761–4776. 
https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i10.116
91  

Asrul, M., P, A. A., Heber, & Mokodompit, E. A. 
(2023). Strategi Pertahanan Maritim 
Indonesia Dalam Usaha Pengamanan 
Wilayah Indonesia. 2(7), 2859–2864. 

Bueger, C., & Edmunds, T. (2024). Maritime 
Security and the Wind: Threats and Risks to 
Offshore Renewable Energy Infrastructure. 
Ocean Yearbook Online, 38(1), 433–458. 
https://doi.org/10.1163/22116001-
03801017  

Bueger, C., & Liebetrau, T. (2023). Critical 
maritime infrastructure protection: What’s 
the trouble? Marine Policy, 155(May), 
105772. 
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.10
5772  

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). Qualitative 
Inquiry & Research Design. SAGE 
Publications Inc. 

https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i10.11691
https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i10.11691
https://doi.org/10.1163/22116001-03801017
https://doi.org/10.1163/22116001-03801017
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105772
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105772


http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 8, Nomor 11, November 2025 (12423-12436) 

 

12436 

 

Fajri, B. M. (2020). Indonesia Maritime Defense 
Strategy Toward Hybrid Warfare in South 
China Sea. Jurnal Penelitian Politik (LIPI), 
17(1), 59–78. 

Iis Gindarsah, A., & Priamarizki, A. (2022). 
Indonesia’s Maritime Doctrine And Security 
Concerns. RSIS Presents the Following Policy 
Report, April, 1–15. INDONESIA?S 
MARITIME DOCTRINE AND SECURITY 
CONCERNS 

Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M. I., & 
Uksan, A. (2022). Strategi Pertahanan 
Negara dalam Melindungi Sumber Energi di 
Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok 
Ambalat & Kepulauan Natuna. Cakrawala, 
16(1), 29–42. 
https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1
.424  

Labandi, L., & Haris, M. (2023). Development of 
Indonesian Maritime Sovereignty Culture 
Through Indonesian Maritime Policy with 
Indonesian Maritime Defense Strategy. The 
Innovation of Social Studies Journal, 5(1), 
33. 
https://doi.org/10.20527/issj.v5i1.8489  

Li, H., Liu, Y., Liang, B., Liu, F., Wu, G., Du, J., Hou, 
H., Li, A., & Shi, L. (2022). Demands and 
challenges for construction of marine 
infrastructures in China. Frontiers of 
Structural and Civil Engineering, 16(5), 
551–563. 
https://doi.org/10.1007/s11709-022-
0839-8  

Li, L. (2023). Building Up a Sustainable Path to 
Maritime Security: An Analytical 
Framework and Its Policy Applications. 
Sustainability (Switzerland), 15(8), 1–30. 
https://doi.org/10.3390/su15086757  

 

 

 

 

 

 

 

Liebetrau, T., & Bueger, C. (2024). Advancing 
coordination in critical maritime 
infrastructure protection: Lessons from 
maritime piracy and cybersecurity. 
International Journal of Critical 
Infrastructure Protection, 46(November 
2023), 100683. 
https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2024.10068
3  

Mwango Charo, A. (2021). Role of Maritime 
Policies and Strategies in Shaping the 
Maritime Security Threats in Kenya. African 
Journal of Empirical Research, 2(1&2), 115–
131. https://doi.org/10.51867/ajer.v2i1.18  

Prasetyo, K. A., Ansori, A., & Suseto, B. (2023). 
Maritime Defense Strategy Education as an 
Effort of the Indonesian Government in 
Maintaining Maritime Security. 
International Journal of Asian Education, 
4(1), 58–67. 
https://doi.org/10.46966/ijae.v4i1.325  

Sarjito, A., & Ade Wahyuni Azhar. (2023). 
Examining The Implications Of Maritime 
Policy On National Defense Strategies. 
Policy and Maritime Review, 2(1), 1–13. 
https://doi.org/10.30649/pmr.v2i1.40  

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian 
Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 

Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). 
Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber 
Daya Maritim Di Indonesia. Kebijakan : 
Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 163–170. 
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.
4201  

 

 

https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1.424
https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1.424
https://doi.org/10.20527/issj.v5i1.8489
https://doi.org/10.1007/s11709-022-0839-8
https://doi.org/10.1007/s11709-022-0839-8
https://doi.org/10.3390/su15086757
https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2024.100683
https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2024.100683
https://doi.org/10.51867/ajer.v2i1.18
https://doi.org/10.46966/ijae.v4i1.325
https://doi.org/10.30649/pmr.v2i1.40
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.4201
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.4201

